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PENDAHULUAN
Tidak enak memang mengaitkan agama, 
khususnya Islam dengan tindak atau perilaku 
kekerasan yang dilakukan oleh sebagian 
pemeluknya. Tidak ada agama di dunia ini yang 
menganjurkan pemeluknya untuk melakukan 
tindak kekerasan (violence). Namun lain 
halnya dengan kenyataan di lapangan dalam 
kehidupan sehari-hari, khususnya dalam 
pergaulan internasional. Perilaku dan tindak 
kekerasan yang dilakukan di berbagai negara 
seringkali membawa nama agama. Agama 
Hindu di India, Buddha di Thailand, Katolik dan 
Protestan di Irlandia, Yahudi di Israel, Islam di 
Palestina, Afganistan, Filipina, Indonesia dan 
beberapa daerah lainnya.
Mengapa tindak kekerasan baik di 
wilayah domestik maupun publik belakangan 
ini seringkali terjadi dan dilakukan oleh 
para pelaku yang mengatasnamakan atau 
lebih tepat disebut membawa nama agama 
sebagai identitas pelakunya? Disinilah letak 
kesulitannya. Ketika ajaran agama yang mulia 
(aspek doktrinal-normatif) masuk wilayah 
perilaku (aspek pergumulan historis-empiris), 
maka banyak hal bisa terjadi. Satu hal yang 
perlu dicatat. Perilaku keagamaan (religious 
behaviour) sesungguhnya diselimuti oleh kabut 
tebal tingkat kualitas pemahaman seseorang 
atau kelompok atas doktrin dan dogma agama 
yang diyakininya. Pandangan seseorang atau 
kelompok terhadap keberadaan orang atau 
kelompok penganut agama lain, model metode 
pendidikan dan pengajaran agama (literalis, 
skriptualis, dogmatis, hermeneutis, historis, 
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Abstract
This paper analyzes the phenomenon of radicalism and analysis of the terminology of terrorism in Islam. 
Radicalism is a movement carried out by individuals or groups who are plagued by socio-political and socio-
historical phenomena. The symptoms of violent practice perpetrated by a group of Muslims, historically - 
sociologically, more appropriately as socio-political phenomena than religious phenomena even with the rise of 
religious banners.Radicalism and terrorism are of course different. In democracy, as long as there is no violence, 
legal radicalism is lawful. While terrorist acts, inherent in doing their shortcomings by acts of violence are 
haram. But radicalism is linked to terrorism in some ways.
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Abstrak
Makalah ini menganalisis fenomena radikalisme dan analisis terminologi terorisme dalam Islam. Radikalisme 
adalah gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diganggu oleh fenomena sosio-politik dan 
sosio-historis. Gejala praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam, secara historis - sosiologis, 
lebih tepat sebagai fenomena sosio-politik daripada fenomena keagamaan bahkan dengan bangkitnya spanduk 
religius.Radikalisme dan terorisme tentu saja berbeda. Dalam demokrasi, selama tidak ada kekerasan, 
radikalisme hukum itu halal. Sementara tindakan teroris, yang melekat dalam melakukan kekurangan mereka 
dengan tindakan kekerasan adalah haram. Tapi radikalisme terkait dengan terorisme dalam beberapa hal.
Kata kunci: Islam radikal, Terorisme, Islam Garis Keras
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sosiologis, fi losofi s) yang biasa diperoleh di 
bangku sekolah, pesantren atau majelis-majelis 
ta’lim dan perguruan tinggi keagamaan, cara 
dan model penafsiran atau interpretasi situasi 
sosial-politik yang melingkari organisasi so-
sial-keagamaan, kepentingan sosial-politik 
dan sosial ekonomi yang hendak diraih oleh 
kelompok tertentu, tingkat kemerosotan 
wibawa hukum yang diperankan oleh peme-
rintah (tingkat kejahatan korupsi, kolusi dan 
nepotisme), ketercukupan dan keterjepitan 
ekonomi, dinamika hubungan intern umat 
beragama (tradisional, modern, salafi , 
moderat, radikal, liberal, progressif), rivalitas 
dengan kelompok ekstern umat beragama 
dalam aktivitas pendidikan, ekonomi, sosial, 
dan budaya, panas-dinginnya cuaca hubungan 
internasional (perang dingin, perang terbuka, 
tindakan agresi), dan banyak hal yang lain. 
Situasi historis-empiris perilaku keagamaan 
ternyata jauh lebih rumit daripada hanya 
berbaik sangka pada wilayah normatif-
doktrinal.
Latar belakang historis-empiris yang pelik-
kompeks tersebut, ikut serta dalam memicu 
munculnya tindak kekerasan yang dilakukan 
oleh pribadi, kelompok, golongan, ras, bahkan 
negara. Tindakan kekerasan lewat aksi 
pengeboman Bali 12 Oktober 2002, tindakan 
teror terhadap simbol kedigdayaan ekonomi 
Amerika, gedung World Trade Center (WTC) 11 
September 2001, bom bunuh diri yang seporadis 
semakin sering terjadi di berbagai wilayah 
Indonesia dan begitu seterusnya merupakan 
catatan peristiwa penting dalam sejarah umat 
manusia era globalisasi yang membawa agama 
di dalamnya.
Tulisan sederhana ini mencoba melihat 
sekilas model gerakan radikal Islam Indone-
sia sampai ke aksi terorisme pasca runtuh-
nya pemerintahan Orde Baru dan perlunya 
kewaspadaan gerakan sosial-keagamaan ke-
depan,  khususnya bagi gerakan pembaha ruan 
dan pengembangan pemikiran keagamaan.
Untuk sementara, kita dapat memahami 
yang dimaksud dengan radikalisme sebagai 
gerakan yang berpandangan kolot dan 
sering menggunakan kekerasan dalam 
mengajarkan keyakinan mereka.1 Islam tidak 
pernah membenarkan praktik penggunaan 
kekerasan dalam menyebarkan agama, paham 
keagamaan, serta paham politik. Tetapi 
memang tidak bisa dibantah, bahwa dalam 
perjalanan sejarahnya terdapat kelompok-
kelompok Islam tertentu yang menggunakan 
jalan kekerasan untuk mencapai tujuan politis 
atau mempertahankan paham keagamaannya 
secara kaku yang dalam bahasa peradaban 
global sering disebut kaum radikalisme Islam. 
Terkadang fundamentalisme diartikan sebagai 
radikalisme dan terorisme disebabkan gerakan 
fundamentalisme memiliki implikasi politik 
yang membahayakan negara-negara industri 
di Barat.2
Sebutan fundamentalis memang terkadang 
bermaksud untuk menunjuk kelompok 
pengembali (revivalis) Islam.3 Tetapi terkadang 
istilah fundamentalis juga ditujukan untuk 
menyebut gerakan radikalisme Islam. Di media 
Barat, fundamentalisme berarti intoleran dan 
kekerasan yang ditopang fanatisme keagamaan 
(Ahmed, 1993: 30).4 Sebutan untuk memberikan 
label bagi gerakan radikalisme bagi kelompok 
Islam garis keras juga bermacam-macam. 
M.A. Shaban menyebut aliran garis keras 
(radikalisme) dengan sebutan neo-Khawarij.5 
Sedangkan Harun Nasution menyebutnya 
dengan sebutan Khawarij abad kedua puluh 
satu (abad ke-21) karena memang jalan yang 
ditempuh untuk mencapai tujuan adalah 
dengan menggunakan kekerasan sebagaimana 
dilakukan Khawarij pada masa pasca-tahkim.6 
Istilah radikalisme Islam berasal dari media 
Barat untuk menunjuk gerakan Islam garis 
1Harun Nasution. Islam Rasional. Bandung: Mizan, 1995. 
Hal, 124.
2Kuntowijoyo. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan, 
1997. Hal, 49.
3H.A.R, Gibb. Aliran-aliran Moderen dalam Islam. Terjemah 
oleh Machnun Husein. Jakarta: Rajawali Press, 1990. Hal, 52.
4Akbar S. Ahmed. Posmodernisme, Bahaya dan Harapan bagi 
Islam. Terjemah M. Sirozi. Mizan: Bandung, 1993. Hal, 30.
5Shaban. Islamic History. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1994. Hal, 56.
6Harun Nasution. Islam Rasional. Bandung: Mizan, 1995. 
Hal, 125.
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keras (ekstrim, fundamentalis, militan). Istilah 
radikalisme merupakan kode yang terkadang 
tidak disadari dan terkadang eksplisit bagi 
Islam.7 Yang menjadi masalah di Barat dan 
Amerika sebenarnya bukan Islam itu sendiri 
tetapi praktik-praktik kekerasan yang 
dilakukan oleh sekelompok komunitas Muslim 
dalam proses pembentukan jati diri (identitas) 
kelompoknya.8
Dalam pembahasan selanjutnya, diperlukan 
kerangka teori untuk membantu menganalisis 
permasalahan yang akan dijawab. Artikel ini 
mengambil tema akar permasalahan terorisme 
di Indonesia, oleh karena itu, kerangka teori 
yang digunakan akan mengulas beberapa teori 
yang muncul untuk memahami apa sebenarnya 
akar permasalahan dari terorisme tersebut.
Teori mengenai akar permasalahan 
terorisme adalah salah satu topik hangat 
terkait dengan bagaimana fenomena 
terorisme dapat muncul dan berkembang. 
Teori strukturalis misalnya, merupakan 
salah satu teori yang sering digunakan untuk 
menjelaskan bagaimana sebuah konfl ik dapat 
muncul di suatu masyarakat. Fokus utama dari 
teori strukturalis adalah melihat faktor-faktor 
pendukung dari sebuah masyarakat (struktur) 
yang harus diperhatikan pemerintah suatu 
negara demi menjaga keamanan nasionalnya. 
Faktor-faktor tersebut antara lain persamaan 
atas hak (equal rights), perlindungan terhadap 
penduduk (civil protections), kebebasan 
(freedom) atau beberapa faktor yang lain. 
Menurut teori ini yang menjadi kunci dari 
penyebab munculnya kelompok-kelompok 
teroris adalah tidak adanya keadilan, rasa 
kecewa dan ketidakpuasan terhadap kinerja 
pemerintah, dan ketidak pedulian dari elit 
politik yang berkuasa sehingga sehingga 
menyebabkan munculnya kesenjangan sosial 
di dalam masyarakat.
Selain teori-teori di atas, terdapat pula 
indikator-indikator spesifi k yang dapat menjadi 
faktor menyebarnya gerakan terorisme. Bagi 
7Akbar S. Ahmed. Posmodernisme, Bahaya dan Harapan bagi 
Islam. Terjemah M. Sirozi. Mizan: Bandung, 1993. Hal, 30.
8Nurcholish Madjid. Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Jakarta: 
Paramadina, 1995. Hal, 270. 
kelompok teroris, ladang yang subur untuk 
dapat menyebarkan paham terorismenya 
adalah ketika mereka berada di sebuah 
kondisi masyarakat yang secara ekonomi 
dan sosial terjadi kesenjangan, sehingga dari 
kondisi ini muncul beberapa fenomena seperti 
kemiskinan, rendahnya pelayanan terhadap 
masyarakat terutama masyarakat ekonomi 
lemah, tidak adanya persamaan hak asasi 
manusia di mata politik, serta kurangnya akses 
terhadap pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut 
dapat menjadi faktor yang menyebabkan 
masyarakat lebih cepat menerima doktrinasi 
paham terorisme. Adapun faktor politis lain 
yang mendukung perkembangan paham 
terorisme adalah bagaimana sebuah kelompok 
teroris mengeksploitasi kondisi politik yang 
kacau dalam suatu pemerintahan negara yang 
lemah (weak states) atau negara yang gagal 
(failed states).9
Penulis lebih cenderung menggunakan 
istilah radikalisme dari pada fundamentalisme 
karena pengertian fundamentalisme dapat 
memiliki arti-arti lain yang terkadang menga-
burkan makna yang dimaksudkan, sedang 
radikalisme dipandang lebih jelas makna yang 
ditunjuknya yaitu gerakan yang menggunakan 
kekerasan untuk mencapai target politik yang 
ditopang oleh sentimen atau emosi keagamaan.
MENILIK RADIKALISME ISLAM DI ERA 
KEKHALIFAHAN
Sejak paruh pertama dari abad pertama 
hijrah, sejarah Islam telah menyaksikan 
berbagai jenis gerakan garis keras, hardliners 
atau ekstrimisme yang dalam bentu k tertentu 
sebagian pengaruhnya masih terasa hingga 
sekarang di ranah pemikiran keagamaan Arab 
kontemporer dan umat Islam di berbagai 
tempat yang lain. Jika kita paparkan gerakan-
gerakan ekstrim sejak peristiwa kekacauan 
besar (al-fi tnah al-kubra)10 hingga sekarang, 
9 Joshua Sinai, “New Trends in Terrorism Studies: 
Strengths and Weakness,” dalam Magnus Ranstorp, Mapping 
Terrorism Research: State of the Art, Gaps, and Future 
Direction, New York: Routledge, 2007, hlm. 36
10 Perpecahan umat Islam bermula ketika peristiwa 
fi tnah besar yang berlaku pada zaman khalifah Usman bin 
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maka kita akan temukan bahwa gerakan-
gerakan itu tanpa kecuali, memiliki hubungan 
langsung atau tidak, dengan politik. Sampai 
kadar tertentu dapat dikatakan bahwa 
ekstrimisme dalam Islam selalu saja merupakan 
sejenis ungkapan sikap politik tertentu. Ini 
merupakan masalah yang mudah untuk 
dipahami dan dijelaskan jika kita melihatnya 
dengan pertimbangan keterikatan agama de-
ngan politik dan politik dengan agama dalam 
pengalaman peradaban Islam. Politik saat itu 
dijalankan atas nama, dan mencari legiti masi 
dari agama, sehingga menyebabkan perta-
rungan politik pada umumnya berada di bawah 
payung agama.
Tidak perlu diuraikan disini gerakan ekstrim 
dalam Islam dan tidak pula kecenderungan 
politik dari sikap-sikap dan tawaran-tawaran 
yang diajukan, karena hal tersebut dapat dibaca 
dalam literatur sejarah Islam (seperti Khawarij, 
al-Ghulat, dan gerakan-gerakan Bathiniyyah). 
Yang penulis pandang perlu dikemukakan 
disini adalah apa yang membedakan gerakan-
gerakan Islam ekstrim kontemporer di tanah 
air seperti terurai diatas dari gerakan-gerakan 
serupa dimasa lalu. Gerakan-gerakan ekstrim 
masa lalu mempraktikkan ekstrimisme pada 
dataran aqidah, sedangkan gerakan-gerakan 
ekstrim kontemporer menjalankannya pada 
dataran syari’ah.
Kaum Khawarij dan gerakan-gerakan 
Bhati niyyah dengan berbagai aliran dan 
jenisnya, tidak pernah melontarkan masa lah 
“penerapan syari’ah”, dan tidak pula menja-
dikannya sebagai slogan, tetapi semua slogan-
slogan mereka berada pada dataran “aqidah” 
(hubungan antara dzat dan sifat Tuhan, 
determinisme (al-Jabr) dan indterminisme (al-
Ikhtiya>r), keadilan Tuhan, cara penciptaan 
alam dan lain-lain. Memang benar, bahwa 
masalah pokok yang menjadi titik berangkat 
dari perbincangan dalam aqidah adalah 
masalah “imamah”, masalah yang merupakan 
asal-muasal perselisihan dalam Islam, 
Afan. Sasaran fi tnah tersebut adalah Usman bin Afan ra hingga 
beliau terbunuh. Semenjak itulah kekuasaan Islam sering 
diwarnai oleh titisan darah yang mengakibatkan perpecahan 
umat Islam pada saat itu.
namun adalah benar juga bahwa masalah 
ini, yakni masalah “imamah” atau “khilafah” 
dilontarkan pada dataran aqidah, bukan pada 
dataran syari’ah. Hal ini berarti bahwa politik 
dijalankan dalam agama pada dataran aqidah, 
bukan pada dataran syari’ah.
Sedangkan sekarang, masalahnya justru 
sebaliknya: perselisihan gerakan-gerakan 
Islam ekstrim dengan gerakan-gerakan 
moderat adalah dalam masalah-masalah yang 
berhubungan dengan syari’ah, bukan aqidah, 
yang berarti bahwa politik yang dipraktikkan 
dalam agama sekarang ini berada pada dataran 
syari’ah, bukan pada dataran aqidah. Disini 
lalu dapat dipahami slogan yang diangkat oleh 
gerakan-gerakan ini, yaitu slogan “penerapan 
syari’ah”, dan dari sini pula dapat diketahui 
wilayah dimana politik dimainkan.
Demikianlah, masalah determinisme dan 
indeterminisme, iman dan kufur, tanzih dan 
tasybih dan seterusnya yang dulunya merupakan 
masalah-masalah yang diperdebatkan dan 
karenanya para ahli teologi terpecah kepada 
yang moderat dan yang ekstrim, sekarang 
kita temukan masalah-masalah lain yang 
berhubungan dengan syari’ah dan fi qh 
seperti memotong tangan pencuri, riba, 
hijab dan seterusnya yang menjadi masalah 
yang diperdebatkan. Orang dan kelompok 
organisasi Islam berselisih pendapat sekitar 
cara penerapan dalam berbagai masalah dan 
ini berarti bahwa sekarang politik dimainkan 
dalam terminologi Islam pada dataran syari’ah 
bukan pada dataran aqidah sebagaimana yang 
terjadi masa lalu.
Demikianlah pula dapat dikatakan, bahwa 
inilah yang sebenarnya terjadi, bahwa gerakan 
salafi  kontemporer telah tumbuh secara 
internal, dan masalah pokok yang diajukan 
pada awalnya adalah masalah bid’ah yang 
berkembang dalam diri masyarakat Islam 
sendiri (menziarahi kubur, tarekat-tarekat 
sufi ). Kemudian gerakan tersebut mengkristal 
dan ini adalah tahap kedua kontemporer ketika 
terjadi perbenturan masyarakat Islam dengan 
sistem-sistem peradaban Eropa modern, baik 
sosial, ekonomi, maupun politik. Benturan 
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tersebut pada awalnya berwatak politis (yakni 
perlawanan yang luas terhadap penjajahan 
Eropa), kemudian masalahnya berkembang 
menjadi perselisihan yang berwatak aliran 
pada dataran sistem sosial (yakni sistem Islam 
dan syari’at Islam berhadapan dengan sistem 
kapitalis dan sistem sosialis dan seterusnya).
Seperti halnya ekstrimisme menampilkan 
dirinya di masa lalu pada dataran aqidah 
melawan mazhab-mazhab yang moderat, 
ekstrimisme atau gerakan Islam radikal masa 
kini di Indonesia pasca Orde Baru menampilkan 
dirinya pada dataran syari’ah dengan melawan 
mazhab-mazhab moderat juga. Sebagaimana 
masalah-masalah syari’ah di masa lalu 
dianggap sebagai masalah-masalah pinggiran 
(perbedaan-perbedaan diantara mazhab-
mazhab fi qh tidak merangkak ke tataran 
ekstrimisme), maka demikian pula sekarang ini 
perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan 
ranah aqidah (Sunni, Syi’ah, Asy’ariyah, 
Hanbaliyah) dianggap sebagai perbedaan-
perbedaan pinggiran sehingga pusat perhatian 
diarahkan kepada dataran syari’ah, kemudian 
dikumandangkanlah slogan penerapannya.
Tampak dari uraian singkat ini, bahwasanya 
konfl ik atau perselisihan yang sangat potensial 
mengarah pada tindak kekerasan tidak hanya 
terbatas antar pengikut agama yang berbeda, 
tetapi lebih-lebih sangat mungkin terjadi 
dapat meletup pada wilayah intern umat 
seagama itu sendiri. Para penganut sosiologi 
agama mengingatkan bahwa konfl ik agama 
dalam bentuknya yang paling mendalam dan 
akut adalah bentuk konfl ik antara golongan 
atau kelompok agama yang memisahkan diri 
dari mainstream kekuasaan agama (religious 
authorities), yaitu konfl ik di dalam tradisi 
keagamaan itu sendiri. Hal ini yang terus 
menerus perlu diwaspadai oleh umat Islam, 
dan umat beragama yang lain sudah barang 
tentu.
RADIKALISME DALAM SEJARAH INDONESIA
Kemunculan banyak partai politik 
yang bernada agama, baik Islam maupun 
kristen merupakan salah satu fenomena 
politik menarik pasca runtuhnya orde baru. 
Kebangkitan partai politik ini, khususnya 
Islam mendorong munculnya kekahawatiran 
semacam aksi fundamentalisme. Kekhawatiran 
itu menyangkut, apakah parpol-parpol Islam 
itu merupakan Indikasi dari kemunculan 
fundametalisme Islam di Indonesia? kekha-
watiran ini tidak diragukan lagi bersumber 
dari pandangan dan citra gerakan militan dan 
radikal Islam timur tengah yang dicap sebagai 
Islam fundametalis.11 Jatuhnya Presiden 
Soeharto pada Mei 1998 melepaskan kekangan 
aktivitas politik lintas spektrum. Para aktivis 
Islam memanfaatkan keadaan tersebut untuk 
melakukan perubahan dan menerapkan 
nilai-nilai Islam kedalam UUD negara untuk 
membatasi gerakan agama minoritas.12
Pada era Soeharto, performance Islam Indo-
nesia sebenarnya justru lebih pada kecurigaan 
kelompok-kelompok, pencatatan setiap perte-
muan publik yang bersifat keagamaan, pembu-
baran organisasi yang dianggap menggerogoti 
Pancasila dan tindakan subversif. Baru pada 
era 90-an Islam nampaknya menemukan 
momentum gerakannya. Ini misalnya ditandai 
dengan lahirnya ICMI (Ikatan Cendikiawan 
Muslim Indonesia) di tahun 1992.13 Gerakan 
ini, terutama dimotori kaum muda dari 
universitas-universitas umum. Mereka meng-
inginkan kehidupan yang khusu’ dengan 
mene rapkan ajaran-ajaran yang fundamental 
seperti masa Rasulullah SAW. terutama cara 
berpakaian. Model yang sebenarnya ingin 
mengambil prinsip-prinsip literal Al-Quran 
dan sunnah. Tak heran, kalau timbul guyonan 
baju menunjukkan identitas madzhabnya. Gera-
kan ini banyak mendapat perhatian penga mat 
asing, terutama untuk studi-studi akademik. 
Apalagi fenomena ini tidak hanya terdiri dari 
satu grup, namun muncul juga di grup yang lain 
11Azyumardi Azra “fundametalisme partai Islam” dalam 
Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (ed) mengapa partai Islam 
kalah? Perjalanan politik Islam dari pra-pemilu 99 sampai 
pemilihan presiden. Jakarta: Alvabet, 2000. hal 37.
12Human Right Watch “ ATAS NAMA AGAMA: Pelanggaran 
Terhadap Minoritas Agama di Indonesia”, Printed in The United 
States of America, 2013, hal 13.
13Ibid.
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dengan identifi kasi khusus. Sebagian kentara 
sekali warna Timur Tengahnya, sehingga 
kadang lebih mewakili eksistensi budaya Timur 
Tengahnya dari pada pesan keagamaannya. 
Dengan fenomena ini bertambah lagi warna 
Islam di Indonesia.
Kecenderungan-kecenderungan di atas, 
kemudian melahirkan Islam labeling14; radi kal, 
fundamental, moderat, liberal dan seba gai-
nya. Mengapa? karena identitas itu memu-
dah kan penggambaran gerakan masing-
masing. Apakah Islam di masa lalu yang 
lebih menunjukkan identitas Islam Indonesia 
kemudian lenyap? Jawabnya, tidak sepenuhnya. 
Namun gerakan yang paling banyak menarik 
media massa ini lebih sering ter-cover dari pada 
Islam genuine15 Indonesia sebelumnya. Meski 
awal-awal kemerdekaaan, kita tak melupakan 
gerakan DI/TII dan “kekejaman” kelompok 
Kartosuwiryo yang mencita-citakan berdirinya 
Islam di Indonesia.
Rupanya kebangkitan gerakan garis keras 
Islam di Indonesia tinggal tunggu waktu 
untuk muncul ke permukaan. Pada era Orde 
Baru, gerakan Islam garis keras telah pernah 
muncul, seperti Komando Jihad, tetapi cepat 
dilumpuhkan oleh pemerintah.16 Momentum 
yang dianggap tepat adalah jatuhnya rezim 
Orde Baru yang telah berkuasa di Indonesia 
selama 30 tahun. Di tengah perubahan politik 
yang begitu dahsyat sejak tahun 1998, Islam 
radikal menemukan momentumnya untuk 
menegaskan corak keberagamaan mereka di 
Indonesia. Pola perjuangan mereka ditunjukkan 
secara jelas tanpa ragu atau takut mendapat 
tekanan keras dari rezim kekuasaan. Hal ini 
dilakukan untuk merebut simpati umat Islam 
14Islam labeling merupakan penyebutan/opini saya 
pribadi. Kaum akademi Indonesia sebenarnya sudah lama 
menggunakan kategorisasi Islam, yang merujuk pada 
Fazlurrahman. Meski Islam-islam yang bersifat argumentatif 
dan kategoritatif itu tak sepenuhnya ada dalam kehidupan 
muslim di Indonesia di waktu lalu.
15Islam yang genuine Indonesia, dimaksudkan sebagai 
penggambaran identitas Islam yang hanya dapat ditemukan di 
Indonesia
16Azyumardi Azra “ Muslimin Indonesia: Viabilitas “Garis 
Keras”, dalam Gatra edisi khusus, 2000, hal 19.
bahwa mereka benar-benar memperjuangkan 
aspirasi Islam di Indonesia.
Sejak masa Orde Baru, gerakan 
Islam substansialistik-inklusif jauh lebih 
berpengaruh dibanding gerakan Islam 
militan-radikal. Dukungan pemerintah, 
ditambah dengan represi  terhadap mereka, 
telah memberi peluang bagi gerakan Islam 
substansialis-inklusif untuk mengembangkan 
dan menyebarkan gagasan-gagasan mereka. 
Lebih dari itu, kebijakan politik dan kultural 
pemerintah Orde Baru telah mendorong 
pertumbuhan pesat komunitas santri yang 
lebih besar, lebih terdidik dan relatif makmur. 
Hal paling penting di sini adalah banyak anggota 
kelompok yang mengalami mobilitas vertikal 
ini bersikap simpatik terhadap posisi gerakan 
Islam substansialis-inklusif, memungkinkan 
mereka untuk menjadi Muslim yang saleh, 
sekaligus tidak mengundang kecurigaan 
pemerintah sehingga mereka dijuluki sebagai 
kelompok “ekstrim kanan”.
Pada tahun 1985, rezim Orde Baru mene-
tapkan Undang-Undang (UU) yang memaksakan 
Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi partai 
politik dan organisasi masyarakat. Melalui 
undang-undang ini, pemerintah Orde Baru 
beranggapan penerapan Pancasila sebagai 
azas tunggal bagi organisasi kemasyarakatan 
di Indonesia dapat mengurangi potensi per-
pecahan akibat perbedaan ideologi dan 
dapat menciptakan stabilitas negara untuk 
mengamankan proses pembangunan nasio-
nal. Beberapa kelompok dan organisasi di 
Indonesia menerima undang-undang ini 
karena posisi dan daya tawar mereka yang 
lemah jika dibandingkan dengan pemerintah 
dan penerimaan tersebut dilakukan sebagai 
upaya untuk mempertahankan posisi mereka. 
Partai PPP adalah salah satu contoh organisasi 
tersebut. Sebagai partai politik Islam yang 
berfungsi hanya sebagai penyeimbang 
demokrasi bagi partai politik terbesar milik 
pemerintah Orde Baru, Partai Golkar, PPP 
menerima azas tunggal Pancasila agar tetap 
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memiliki eksistensi di dunia perpolitikan pada 
masa itu. 17
Organisasi keagamaan yang juga menerima 
azas Pancasila ini adalah Nahdlatul Ulama 
(NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. 
Meskipun merupakan organisasi yang bera-
zaskan agama, NU menerima undang-undang 
azas tunggal Pancasila karena beberapa ala-
san, antara lain karena beranggapan bahwa 
Pancasila bukanlah agama dan tidak akan 
menggantikan Islam sebagai agama, sila 
pertama dalam Pancasila yang sebenarnya 
mencerminkan tauhid (Tuhan yang satu) Islam 
dan bahwa Pancasila tidak akan merusak aqidah 
ke-Islaman NU karena Pancasila merupakan 
semangat nasionalitas, bukan keagamaan. 
Posisi afi rmatif NU ini juga dilandaskan pada 
prinsip bahwa wacana NU tidak lagi berjalan 
di jalur politis, namun lebih mengutamakan 
prinsip sebagai organisasi sosial keagamaan 
yang memberdayakan umatnya.18
Sejak lengsernya Orde Baru dari panggung 
kekuasaan, masa transisi di Indonesia dimulai 
dengan perubahan sosio-politik yang amat 
menentukan bagi masa depan bangsa. 
Kejatuhan rezim Orde Baru (1998) membawa 
perubahan yang signifi kan untuk menata 
bangsa yang sedang terpuruk secara ekonomi, 
sosial dan politik. Hal ini disebabkan oleh 
lemahnya fundamental ekonomi dan rapuhnya 
ikatan sosial masyarakat, sehingga terjadi 
banyak gejolak sosial dan meningkatnya 
suhu politik nasional. Transisi yang dicirikan 
dengan pergantian kekuasaan ternyata tidak 
secara cepat mengantarkan bangsa Indonesia 
dari rezim otoriter ke rezim demokratis.
Di sinilah momentum munculnya gerakan 
Islam radikal untuk menunjukkan kekuatannya 
sebagai daya tekan (oposisi) kepada rezim yang 
dianggap tidak aspiratif terhadap Islam. Simpati 
masyarakat terhadap gerakan radikal sudah 
17Achmad Kemal Riza, “Responses of Islamic Organisations 
to the Enactment of Pancasila as Asas Tunggal for Mass 
Organisations in Indonesia,” Al-Qanun, Vol. 11, No. 2, (2008), 
374-394, hlm. 374-375.
18Basuki Wibowo, “Sikap NU terhadap Pancasila sebagai 
Asas Tunggal pada Masa Orde Baru,” Paramita, Vol.19 No.2, 
(2009), 152-165.
semakin luas dengan corak pemikirannya yang 
skriptualis-radikal. Slogan-slogan yang biasa 
muncul di Timur Tengah mulai bermunculan 
di tanah air, misalnya bahwa Al-Quran adalah 
kalam Ilahi yang harus dipahami secara literal, 
bahwa Al-Quran dan Hadis sudah menyediakan 
seperangkat hukum dan doktrin halal-haram.19
POLA GERAKAN RADIKAL
Pola perjuangan gerakan Islam radikal di 
Indonesia dilakukan dalam dua pola; kultural 
(dakwah Islam) dan struktural. Kelompok Islam 
radikal yang menggunakan pola ini adalah 
Majelis Mujahidin untuk mencapai misi utama 
pemberlakuan syari’at Islam. Pendekatan 
struktural yang dilakukan Majelis Mujahidin 
adalah kekuasaan negara diupayakan dipegang 
oleh seorang Muslim yang jelas komitmennya 
terhadap Islam dan siap memberlakukan 
syari’at Islalm dalam lingkup sosial kenegaraan 
sehingga kehidupan bernegara dapat dikelola 
sesuai dengan ajaran yang dituturkan oleh 
Allah SWT.
Sementara itu, pendekatan kultural dila-
kukannya dalam format gerakan pembinaan 
akidah, akhlak, pendidikan, sosial dan ekonomi 
tanpa mau terlibat sedikitpun dalalm urusan 
perjuangan politik. Gerakan ini lebih meng-
utamakan pendekatan-pendekatan akhlak 
individual, keluarga dan masyarakat. Usaha-
usaha ini dilakukan melalui lembaga-lembaga 
Pendidikan formal atau nonformal, pengajian, 
dan kursus-kursus keagamaan lainnya.
Pola perjuangan kultural dan struktural 
juga dilakukan oleh FPI (Front Pembela Islam). 
Dua pola perjuangan ini dilakukan secara 
bersama-sama demi tegaknya syari’at Islam. 
Karena itu, FPI sangat giat memperjuangkan 
aspirasi Islam kepada pemerintah sekaligus 
melakukan kegiatan dakwah di tengah-tengah 
masyarakat. Hal ini dapat diikuti dari gerakan 
19Dalam pandangan Adam Schwarz dalam bukunya 
yang berjudul “A nation in Waiting: Indonesia search for stability 
(Washing: Allen & Unwin 1999) Hal 330-331. mengatakan 
kelompok radikal maupun fundamental seperti itu memiliki 
ciri khas: 1) menafsirkan hukum Islam secara kaku. 2) bersikap 
anti barat dan agama samit. 3) kritis terhadap umat china 
dan kristen yang secara ekonomi dan politik lebih mapan 
ketimbang kelompok Islam militan.
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mereka yang memperjuangkan aspirasi Islam 
dengan melakukan lobi-lobi kekuasaan dan 
pawai demonstrasi/unjuk rasa (DPR, MPR, dan 
Partai Politik) menentang kebijakan negara 
atau mendesakkan tuntutan aspirasi Islam, 
sekaligus dibarengi dengan kegiatan dakwah 
di masyarakat.
Majelis Mujahidin menggunakan kombinasi 
pola perjuangan ini. Mereka biasanya menyam-
paikan aspirasinya dengan menggelar aksi 
unjuk rasa kepada parlemen (legislatif) dan pe-
merintah. Secara lebih konkrit mereka biasa-
nya memberi dukungan kepada partai-partai 
politik yang memperjuangkan aspirasi Islam, 
seperti tuntutan dikembalikannya Piagam 
Jakarta ke dalam amandemen UUD 1945, 
sehingga gerakannya sering dianggap politis.
Sementara itu, Laskar Jihad tidak meng-
gunakan pola ini secara keseluruhan. Mereka 
lebih memilih jalur dakwah langsung kepada 
masyarakat agar terjadi proses Islamisasi 
masyarakat (kulturalisasi Islam) secara 
menye luruh. Itu sebabnya, Laskar Jihad tidak 
mau melakukan demonstrasi sebagai bentuk 
gerakan aspirasi. Mereka memandang demons-
trasi sebagai bagian dari demokrasi yang 
dianggapnya sebagai sistem kafi r yang harus 
ditolak. Karena itu, pola perjuangan kultural 
yang menjadi prioritas gerakan mereka. 
Bahkan, inilah yang menjadi bagian penting 
dari gerakan dakwah mereka; mengislamkan 
masyarakat agar dapat melaksanakan nilai-
nilai Islam secara total (ka>ffah) tanpa perlu 
mendesakkan tuntutan kepada negara.
Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa 
semua ormas Islam beraliran radikal, seperti 
Laskar Jihad, FPI, KISDI, dan Majelis Mujahidin 
menyuarakan aspirasi Islam, terutama nasib 
umat Islam di tanah air dan umat Islam di negeri 
lainnya. Tidak berlebihan jika dinyatakan jika 
perjuangan umat Islam selalu menjadi agenda 
utama. Ada tiga isu atau tema besar yang 
diperjuangkan kelompok Islam garis keras/
radikal: 1) Pemberantasan tempat-tempat 
maksiat. 2) Konfl ik antar agama. 3) Solidaritas 
dunia Islam. Meski kelompok Islam radikal 
memperjuangkan tiga isu tersebut, tetapi 
masing-masing kelompok memiliki konsentrasi 
perjuangan yang berbeda-beda. Sementara 
indikator terjadinya aksi radikalisme maupun 
terorisme tidak terlepas dari tema besar:
1. Tekanan politik yang otoriter dari penguasa
2. Faktor emosi keagamaan/sentimen ke-
agamaan/ solidaritas
3. Faktor kultural. Faktor ini memiliki andil 
yang cukup besar untuk terjadinya radi-
kalime maupun tindakan terorisme (Musa 
Asy’arie, 1992)20.
4. faktor ideologis anti-westernisme.
5. faktor kebijakan pemerintah. Ketidak mam-
puan pemerintah di negara-negara Islam 
untuk bertindak memperbaiki situasi sosial, 
politik dan ekonomi.
6. faktor media massa (pers) Barat yang selalu 
memojokkan umat Islam juga menjadi 
faktor munculnya reaksi dengan kekerasan 
yang dilakukan oleh umat Islam.
RADIKALISME DAN TERORISME: BERBEDA 
TAPI BERKAITAN
Radikalisme dan terorisme tentu saja 
berbeda. Dalam demokrasi, sejauh tidak 
berujung pada aksi kekerasan, radikalisme 
hukumnya adalah halal. Sedangkan aksi-
aksi teroris, yang inheren dalam melakukan 
pendekatanya dengan aksi kekerasan 
hukumnya adalah haram. Tapi radikalisme 
terkait dengan terorisme dalam beberapa segi. 
Pertama, terlepas dari beragamnya sebab, 
motif, dan ideologi di balik aksi-aksi teroris, 
semua upaya mencapai tujuan dengan cara-
cara kekerasan terhadap warga sipil, apalagi 
aparat keamanan, selalu mengandung unsur 
radikalisme.
Dalam kasus MS,21 boleh jadi dia gila. Tapi, 
bukankah diperlukan “kegilaan” tertentu 
20Musa Asy’arie. Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-
Qur’an. Yogyakarta: LESFI, 1992. Hal, 95.
21Muhammad Syarif adalah pelaku bom bunuh diri yang 
dilakukan di Masjid di kota Cirebon yang mendapat kecaman 
dari beberbagai pihak, termasuk masyarakat muslim di 
Indonesia. MS di duga memiliki jaringan di Aceh dan peristiwa-
peristiwa bom bunuh diri lainya. Apa arti semuanya itu bagi 
pencegahan aksi-aksi kekerasan, apalagi terorisme, atas nama 
agama di masa depan? Bagi saya, pesannya jelas: jarak antara 
radikalisme dan terorisme itu tidak jauh-jauh amat. Jika 
65Indra Latif Syaepu Radikal Dulu, Teroris Kemudian
untuk sampai pada kesimpulan bahwa yang 
dijadikan korbannya adalah Masjid, Polisi atau 
jemaah yang sedang shalat? Juga untuk apa 
pada kenyataannya mereka melakukannya 
sendiri? Semua ini memerlukan pemikiran, 
sikap dan perbuatan radikal, yang tak semua 
orang memilikinya.
Kedua, memang tak ada yang niscaya 
dalam transisi seseorang dari radikalisme ke 
terorisme. Dan, ya, tidak semua orang yang 
radikal berakhir sebagai teroris. Contoh-
contoh yang kita kenal baik, bahkan studi yang 
serius, menunjukkan bahwa hanya sedikit 
orang yang radikal yang pada kenyataannya 
berakhir menjadi teroris. Ini karena, untuk 
menuju keberhasilan, dari potensial menuju 
aktual, aksi-aksi teroris juga bergantung pada 
faktor-faktor di luar diri sang teroris sendiri 
atau jaringannya, misalnya sejauh mana aparat 
keamanan atau masyarakat waspada atau 
tidak. Itu sebabnya, dalam literatur tentang 
terorisme, dikenal istilah “disengagement”: 
fakta bahwa seseorang menghindar dari 
melakukan aksi-aksi teroris karena dia tidak 
“mampu”, bukan tidak “mau”, melakukannya. 
Di sini, isi pikiran sang teroris tetap sama, tapi 
hal itu tidak berujung pada perbuatan teror.
Semua ini tidak menutup fakta yang 
sangat jelas bahwa semua teroris, per 
defi nisi, tak mungkin tumbuh kecuali dari 
orang-orang yang radikal. Banyak data yang 
memperlihatkan bahwa para teroris memulai 
“karier” individualnya dalam melakukan aksi-
aksi kekerasan ekstremis, dengan pertama-
tama menjadi seseorang yang radikal dan 
militan. Alasan inilah yang selalu mendorong 
kita untuk melihat latar belakang sejarah 
kehidupan seseorang yang terlibat dalam aksi-
aksi teror.
Hal ini dapat dengan mudah kita temukan 
dalam diri MS. Selain ayahnya sendiri 
dikafi rkan dan karenanya dia bersyukur 
bahwa MS segera mati, MS sendiri dikenal 
sebagai seseorang yang radikal dan militan 
dalam merealisasikan apa yang ada dalam 
kita serius memberantas terorisme, awasi sungguh-sungguh 
radikalisme dan sadarilah bahaya-bahayanya sedini mungkin.
pikirannya. Media massa kita punya rekaman 
yang cukup lengkap tentang bagaimana dia 
bertindak begitu brutal dalam berbagai aksi 
untuk membela kepentingannya, misalnya 
dalam aksi-aksi anti-Ahmadiyah. Bukankah 
fakta ini begitu jelas untuk kita sangkal?
Akhirnya, alasan ketiga, baik radikalisme 
maupun terorisme, keduanya terkait dengan 
masyarakat. Inilah dimensi sosial keduanya. 
Bedanya, sementara ada masyarakat-masya-
rakat yang radikal, tapi tidak ada masyarakat-
masyarakat teroris. Sekalipun demikian, aksi-
aksi teroris mudah sekali tumbuh di dalam 
masyarakat-masyarakat yang radikal, dimana 
aksi-aksi terorisme tidak hanya memperoleh 
simpati, tapi juga dukungan.
Ada beberapa mitos kepemelukan agama 
yang bisa kita jumpai dalam masyarakat 
yang sering membawa pada sikap fanatisme 
berlebihan terhadap (kebenaran) agama. 
Pertama, agama dipandang mempunyai ajaran 
kebaikan dan kebenaran serta melarang 
keburukan dan kepalsuan, yang jika diikuti, 
menjadikan seseorang terhindar dari perilaku-
perilaku destruktif. Dalam konteks kerukunan, 
mitos ini mengandaikan sikap toleransi antar 
umat sebagai perwujudan ajaran agama 
masing-masing.
Kedua, agama sering dipandang oleh 
penganutnya sebagai sesuatu yang universal, 
bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja 
secara seragam. Oleh beberapa kalangan, 
agama diyakini memberikan model dan solusi 
terbaik dalam kondisi masyarakat apapun. 
Oleh karena itu, jika agama bersinggungan 
dengan budaya lokal, maka akan dilakukan 
upaya-upaya pemurnian (purifi kasi) dan 
pembaharuan (reformasi). Upaya yang disebut 
pertama ditempuh agar keaslian agama 
bisa dipertahankan, sementara yang kedua, 
agar agama bisa memberikan respon terbaik 
terhadap budaya tersebut. Karena alasan 
ini pula, berbagai fenomena local genius atau 
local religius wisdom tidak dipandang sebagai 
bagian kebenaran agama, meskipun sangat 
fungsional dalam menciptakan keharmonisan 
dan ketertiban sosial.
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Ketiga, agama dipandang sebagai sesuatu 
yang sakral (sacred), yang tidak mungkin terkait 
dengan sesuatu di luar kesucian. Agama tidak 
mungkin menjadi penyebab berbagai konfl ik 
dan disharmoni masyarakat. Oleh karena itu, 
harus dicarikan alasan lain dalam menganalisa 
konfl ik tersebut, misalnya: alasan ekonomi, 
politik, atau budaya. Agama, sekalipun dalam 
perspektif sosiologis (agama dilihat dan 
dipahami dalam fenomena sosial tertentu), 
tidak boleh dinilai bahwa ia mempunyai andil 
bagi munculnya konfl ik.
KESIMPULAN
Radikalisme merupakan gerakan yang 
dilakukan oleh individu atau kelompok 
yang dirugikan oleh fenomena sosio-politik 
dan sosio-historis. Gejala praktik kekerasan 
yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam 
itu, secara historis-sosiologis, lebih tepat 
sebagai gejala sosial politik ketimbang gejala 
keagamaan meskipun dengan mengibarkan 
panji-panji keagamaan. Fenomena radikalisme 
yang dilakukan oleh sebagian kalangan umat 
Islam, oleh media Barat dibesar-besarkan, 
sehingga menjadi wacana internasional dan 
terciptalah opini publik bahwa Islam itu 
mengerikan dan penuh dengan kekerasan. 
Akibatnya, tidak jarang image-image negatif 
banyak dialamatkan kepada Islam sehingga 
umat Islam terpojokkan sebagai umat yang 
perlu dicurigai.
Radikalisme dan terorisme tentu saja 
berbeda. Dalam demokrasi, sejauh tidak 
berujung pada aksi kekerasan, radikalisme 
hukumnya adalah halal. Sedangkan aksi-
aksi teroris, yang inheren dalam melakukan 
pendekatanya dengan aksi kekerasan 
hukumnya adalah haram. Tapi radikalisme 
terkait dengan terorisme dalam beberapa segi. 
Pertama, terlepas dari beragamnya sebab, 
motif, dan ideologi di balik aksi-aksi teroris, 
semua upaya mencapai tujuan dengan cara-
cara kekerasan terhadap warga sipil, apalagi 
aparat keamanan, selalu mengandung unsur 
radikalisme.
Radikalisme dalam Islam ditilik ke 
belakang sudah mulai bermunculan ketika 
masa pemerintahan Ustman bin Affan. Inilah 
yang membedakan gerakan-gerakan garis 
keras kontemporer pada waktu itu (aqidah) 
dengan sekarang (syari’ah). Hal yang sering 
diperdebatkan di masa sekarang adalah 
dalam masalah-masalah yang berhubungan 
dengan syari’ah, bukan aqidah, yang berarti 
bahwa politik yang dipraktikkan dalam agama 
sekarang ini berada pada dataran syari’ah, 
bukan pada dataran aqidah. Di sini lalu dapat 
dipahami slogan yang diangkat oleh gerakan-
gerakan ini, yaitu slogan “penerapan syari’ah”.
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